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Peraturan-Peraturan 

 Regulasi Nasional 

 Keputusan Presiden RIN Nomor 33 Tahun 1984  pemberlakuan 

Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria (UUPA) di DIY 

 UU  No 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

 Peraturan Menteri Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah 

 Pasal 10  ayat (1,3) bahwa UU No 32 Tahun 2004 mengatur 

kewenangan  dari pemerintah daerah untuk mengurus rumah 

tangganya 

 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang pembentukan BPN  

http://news.okezone.com/


 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian 

urusan antara Pemerintah 

 Undang-Undang Nomor 13 Tahun Tahun 2012 Tentang 

Keistimewaan DIY. 

 Regulasi Pemerintah Daerah DIY 

 Perda No 3 tahun 1984 tentang pengelolaan tanah di DIY 

 Peraturan  Daerah Istimewa  DIY Nomor 1 Tahun 2013 Tentang 

Kewenangan Dalam Urusan Keistemewaan DIY. 

 Perda DIY Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah DIY Tahun 2015 

 Peraturan Gubernur DIY Nomor 72 Tahun 2013 Tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DIY Tahun Anggaran 2014 

 Keputusan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY Nomor 

590/3298/Ro.I/TIM/2014 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi 

Lembaga Pertanahan Karaton dan Pakualaman. 

 Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2015 membentuk Dinas 

Pertanahan dan Tata Ruang DIY tujuanmengelola SG dan PAG. 

 Regulasi Kasultanan Yogyakarta  

 Traktat Surat perjanjian Sultan HB IX tanggal 18 Maret 1940; Pasal 

25 ayat (1) ,(2),(3) mengenai Rijksblad/Lembaran Kerajaan Berisi 

Peraturan Sultan Berlaku Mengikat bagi penduduk dan Kasultanan 

  Rijksblad Van Djojakarta/ Lembar Kerajaan Kasultanan No. 16 

Tahun 1918 ,Cap Nama Sultan pada tanggal 8 Agustus 1918 adalah 

Sultan HB VII dalam bahasa Belanda disusun dalam Pasal demi Pasal 

 Surat UU Rijksblad/Lembar Kerajaan Kasultanan  No. 16 Tahun 

1918, diperintahkan di Istana Yogyakarta Cap Nama Raja pada 

tanggal 8 Agustus  adalah Sultan HB VII dalam bahasa huruf jawa 

disusun dalam Bab demi Bab 



 Surat UU Rijksblad/ Lembar Kerajaan Kasultanan No.23 Tahun 1925, 

diperintahkan di Yogyakarta, Cap Nama Sultan HB VIII 

 Surat UU Rijksblad/ Lembar Kerajaan Kasultanan No. 11 Tahun 

1928, diperintahkan di Yogyakarta, Cap Nama Sultan HB VIII. 

Webside/Koran 

Hasil Pemetaan Tanah Sultan Tahun 2005 (Harian Jogja, Jumat 6 September 

2013) 

Mengenal Daerah Istimewa Yogyakarta (http://id.images.search.yahoo.com di 

akses bulan Februari  2016) 

 

Peta Karaton Yogyakarta Sumber: (http://yosuketop1.blogspot.co.id/2010 di akses 

Februari 2016) 

 

Strukrut Organisasi BPN DIY (http://www.bpn.go.id/Tentang-Kami/Struktur 

Organisasi-Pejabat/Kantor-Wilayah-Badan-Pertanahan-Nasional di Akses Maret 

2016) 

 

Perbadingan Jumlah kepemilikan tanah antara laki-laki dan Prempuan di 

Indonesia pada Tahun 2014 (http://www.bpn.go.id/#  diakses Maret 2016) 

 

Model Pelayanan BPN dari Tingkat Pusat sampai Desa (http://www.bpn.go.id/# ) 

diakses Maret 2016 

 

 

Peta Tanah Kasultanan di Kota Yogyakarta (http://pertanahan.jogjaprov.go.id/ 

diakses Maret 2016) 

 

Pengklaiman Atas Tanah (Jawa Post, Jumat 13 November 2015). 

 

 

Acara-Acara 

 

 Peneliti mengikuti Rapat Koordinasi terkait temuan Ombudsman di DIY 

 Peneliti Mengikuti Pembahasan RAPERDA KEBUDAYAAN di DPRD 

Provinsi DIY 

 Peneliti Mengikuti Pembahasan RAPERDA PERTANAHAN di DPRD 

Provinsi. DIY 
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